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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Batas pengaturan kewenangan pemerintah pusat dalam kaitannya 

dengan penerbitan obligasi daerah terletak pada aspek pemberian 

persetujuan dan pertimbangan yang dilakukan oleh menteri keuangan 

atas surat usulan rencana penerbitan obligasi daerah yang disampaikan 

oleh kepala daerah, penerimaan laporan pelaksanaan pengelolaan 

obligasi daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan obligasi daerah, 

serta memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana 

perimbangan kepada pemerintah daerah yang tidak menyampaikan 

laporan pelaksanaan obligasi daerah, hal ini didasarkan pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2011 tentang Pinjaman Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara 

Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata 

Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. 
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Kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini menteri keuangan untuk 

memberikan persetujuan dalam penerbitan obligasi daerah pada 

hakikatnya merupakan salah satu bentuk pelimpahan kewenangan 

secara delegasi, dari presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari 

kekuasaan pemerintahan kepada menteri keuangan selaku pengelola 

fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang 

dipisahkan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. Di sisi lain, pembatasan kewenangan pemerintah 

pusat dalam penerbitan obligasi daerah, terdapat pula pelimpahan 

wewenang secara mandat, yakni menteri keuangan melimpahkan 

wewenang penilaian administrasi dan penilaian keuangan kepada 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas usulan rencana 

penerbitan obligasi daerah yang disampaikan oleh kepala daerah 

(gubernur, bupati/walikota). Sedangkan terkait dengan batas 

pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi 

daerah terletak pada jenis obligasi daerah yakni obligasi pendapatan 

(Revenue Bond) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk 

diterbitkan. Ditinjau dari aspek administrasi negara, bahwa pada 

hakikatnya penerbitan obligasi daerah merupakan salah satu bentuk 

kewenangan atribusi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam 

rangka mencari sumber alternatif pembiayaan pembangunan 

infrastruktur di daerah. Di sisi lain, dana yang diperoleh dari hasil 
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penjualan obligasi daerah tidak dapat digunakan untuk menutup 

kekurangan kas daerah manakala daerah mengalami defisit keuangan. 

hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Pinjaman Daerah. 

2. Pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi 

daerah telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 15 sampai 

dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan 

Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata 

Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, namun 

belum terdapat suatu ketentuan yang mengatur mengenai risiko gagal 

bayar (default) atas pembayaran pokok dan bunga obligasi daerah yang 

diterbitkan, hal ini berbeda dengan mekanisme pertanggungjawaban 

pemerintah pusat manakala terjadi gagal bayar (default), dalam 

penerbitan obligasi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara 

maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 
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2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan 

Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara. Merujuk 

pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal, dapat dikatakan bahwa pihak yang memegang 

peran penting dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum 

dalam penerbitan obligasi daerah yakni wali amanat, hal ini karena wali 

amanat mewakili kepentingan pemegang obligasi daerah baik di dalam 

maupun di luar pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 

ditegaskan bahwa adanya kewajiban wali amanat untuk memberikan 

ganti rugi kepada pemegang efek (obligasi) bersifat utang atas kerugian 

karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana tertuang 

dalam perjanjian perwaliamanatan. Oleh karena itu, wali amanat yang 

merupakan bagian dari pihak dalam perjanjian perwaliamanatan dapat 

dikatakan ikut bertanggungjawab atas terjadinya gagal bayar (default) 

pembayaran pokok dan bunga obligasi daerah yang telah jatuh tempo. 

Dengan demikian pertanggungjawaban hukum dalam penerbitan 

obligasi daerah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, 

namun manakala wali amanat lalai dalam melaksanakan tugas dan 

wewenang yang tertuang dalam perjanjian perwaliamanatan, maka wali 

amanat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pemegang 

obligasi daerah. 
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5.2. Saran 

1. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dipandang perlu untuk segera menyusun dan merumuskan 

draft rancangan undang-undang tentang obligasi daerah, seperti halnya 

pengaturan mengenai surat utang negara yang telah diatur secara 

spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-

undang dan peraturan pemerintah. Selain itu, pemerintah melalui 

menteri keuangan perlu menyusun suatu regulasi teknis yang berbentuk 

peraturan menteri keuangan yang secara khusus mengatur mengenai 

mekanisme pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah apabila 

terjadi gagal bayar (default) dalam pembayaran pokok dan bunga atas 

obligasi daerah yang telah jatuh tempo, hal ini bertujuan agar adanya 

kepastian hukum mengenai pengaturan obligasi daerah, dan dalam 

rangka menyelesaikan permasalahan gagal bayar (default) atas 

pembayaran pokok dan bunga obligasi daerah yang telah jatuh tempo, 

hal ini dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam 

penyusunan rancangan peraturan daerah tentang obligasi daerah, yang 

mana substansi/muatan materi yang terkandung dalam rancangan 

peraturan daerah tentang obligasi daerah, harus mengatur pula 

tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 

2. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan dan/atau membentuk 

perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang secara khusus 

diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengelolaan 

utang daerah, hal ini mengingat sumber alternatif pembiayaan 
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pembangunan infrastruktur tidak hanya bersumber dari obligasi daerah, 

hal ini tergantung dari kebijakan politik dan perkembangan hukum di 

Indonesia. Selain itu, DPRD selaku bagian dari unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah, harus turut pula membantu dan mendorong 

kebijakan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) dalam penerbitan 

obligasi daerah. Hal yang paling penting dalam kerangka penerbitan 

obligasi daerah yakni adanya pengawasan yang berkesinambungan dari 

pemerintah pusat, sehingga dapat menghindari dan mencegah 

terjadinya gagal bayar (default) dalam pembayaran pokok dan bunga 

obligasi daerah pada saat jatuh tempo. 
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